ABSTRAK

Dalam definisi yang diberikan oleh ketentuan Pasal I angka 9 Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen (UUPK), jelas adanya keinginan agar Lembaga
Per[md_ungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat menyandang
scbagai para p_lhak dalam proses beracara di Pengadilan, terutama berkaitan
dengan pencarian /egal stanrding LPKSM. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah Apakah YPK-Senopati memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan
berdasarkan_Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perllpdungan Konsumen dan Apakah YPK-Senopati memiliki kapasitas
untuk mengajukan gugatan /egal standing berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 338/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. Metode penelitian  yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan putusan
pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
vang bersifat deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,
Penelitian ini membahas /legal standing LPKSM berdasarkan Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara administratif ada
konsekuensi logis karena pendaftaran dan pengakuan LPKSM dapat dicabut oleh
pemerintah, misalnya LPKSM menyimpang dari fungsi dan tugas semula.
Kewenangan demikian di satu sisi berguna untuk mencegah munculnya LPKSM
“gadungan” yang berpotensi merugikan konsumen, tetapi di sisi lain membuka
kesempatan munculnya perlakuan deskriminatif pemerintah terhadap LPKSM-
LPKSM tertentu yang kritis. Kesimpulan dalam penelitian bahwa YPK-Senopati
memilik hak legal standing untuk mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan
Pasal 46 ayat (1) huruf (¢) Undang-Undang No. 8§ Tahun 1999 Perlindungan
Konsumen berbunyi bahwa: “lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum alau yayasan, yang
dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya
organisasi tersebul adalah untuk kepentingan perlindungan kom_'unfen dan telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya” dikaitkan dengan
pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tersebut yang menyataka:p bahwa
“pokok persoalan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan ini adalah
perihal perlindungan konsumen, maka pengajuan gugatan oleh kuasa penggugat
yang tidak lain adalah para pengurus LPKSM YPK-Senopati dimana dalam akta
pendiriannya mencantumkan perlindungan konsumen, maka berdasarkan pasal 46
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perl:pdungan Konsu.mgz,?
dengan sendirinya mempunyai legal standing un?l}k_mengajiukan gugatan ini”,
Dengan demikian LPKSM YPK-Senopati memiliki kapasitas legal standing
mewakili anggotanya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan dalam gugatan perbuatan melawan hukum.
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